PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT FAPUA BARA'T

KREPUTUSAN PIMPINAN DIEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

FROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal | avat (17) Pasal 15

Mengingat:

1,

avat (2] dan ayat (3| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah menyebutkan bahwa produk hukum berbentuk
Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan
DPRD dan bentuk keputusan meliputi keputusan kepala
daerah, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan
kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan
Propemperda  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
prioritas  Pembentukan rancangan perda dan skala
rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda
dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda APBD vang
ditetapkan dengan keputusan DPR Provinsi Papua Barat;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Barat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua Barat.,

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,Kabupaten
Paniai,Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya,Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah ,Kabupaten Paniai,Kabupaten
Mimika,Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong{Lembaran



Nepara Republik Indonesie Tabanm 2000 Ramor 12
Tambahan Lembaran Negoarn Repubhibe Indonesin Hamo
J900)  sesuar putusan MahKamah  mKonstitust Fepablil
Indonesim NomorO T8/ PPU -1 /2003,

Undang-Undang  Nomaor 23 Tahun 20014 wentang
Pemerimtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kalt terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah;

I TTITTTRRS—"—



0.

10.

11,

Peraturan  Pemerntah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijkan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Pronvinsi Papua Barat Papua (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang organisasi dan
tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Provinsi Papua Barat.



MEMUTUSKAN

Meretaplan

KESATU ¢ Menvetuju  Penetapan 40 |empat  puluh) Rancangan
Peraturan Daerah Provins (RAPERDAS] dan Rancangan
Peraturan Daerah Khusus [RAPERDASUS) pada Program
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2023, sebagaimana tedlampar.

KEDUA . Program Propemperda sebagaimana diktum  KESATU
Keputusan i menjadi  pedoman  dalam  Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Provins: Papua Barat Tahun
2023,

KETIGA : Keputusan ind mulal berlaku sejak tangpal ditetapkan.

DHietapkan di Manokwar
pada tanggal 7 Desember 20232

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT




LAMMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RARYAT PAPUA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

38 Tahun 2022
7 Desember 3022

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023
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